BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Setelah Berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kota
Padang maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1.  Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam
penataan ruang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 telah berjalan sesuai dengan prinsip otonomi daerah,
namun belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Dimana
pemerintah daerah memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaan
kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian
ruang. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan
revisi RTRW, menyusun RDTR (penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang), penerbitan perizinan, serta pengawasan terhadap
pemanfaatan ruang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang meliputi
keterbatasan data spasial yang akurat dan terintegrasi, lemahnya
koordinasi antarinstansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia
dan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku
usaha terhadap ketentuan tata ruang. Selain itu, penegakan hukum
terhadap pelanggaran tata ruang masih belum tegas dan konsisten.

3.  Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah antara lain

meningkatkan koordinasi lintas sektor, melakukan pembaruan
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regulasi tata ruang, menyusun RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)
yang lebih rinci dan berbasis mitigasi bencana, serta melakukan
sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah juga berupaya
memperkuat pengawasan dan meningkatkan kapasitas aparatur

melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi geospasial.

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1.

Agar Pemerintah Daerah Kota Padang melakukan optimalisasi
pelaksanaan kewenangan di bidang perencanaan, pemanfaatan,
dan pengendalian ruang melalui penyempurnaan instrumen
regulasi, percepatan penyusunan serta penetapan RDTR, dan
pengembangan sistem informasi geospasial yang terintegrasi.
Langkah tersebut penting guna mendukung proses pengambilan
kebijakan yang berbasis data, sistematis, dan berorientasi pada
peningkatan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang.

Agar penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang harus
dilakukan secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera
serta menjamin kepastian hukum. Pemerintah daerah juga perlu
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan
teknis dan pendidikan berkelanjutan di bidang penataan ruang
dan mitigasi bencana.

Agar Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan penegakan

hukum di bidang tata ruang secara tegas, konsisten, dan
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berkeadilan guna menjamin kepastian hukum. Di samping itu,
intensifikasi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
serta pelaku usaha menjadi krusial dalam rangka menumbuhkan
kesadaran hukum dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap

rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
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